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PUTUSAN

Nomor  5/Pdt.G/2020/PA.Tbnan.

الرحيم    الرحمن الله  بسم
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu

pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  telah  menjatuhkan  putusan  dalam

perkara cerai gugat antara :

-,  tempat dan tanggal lahir Tuban, 03 Juli 1985, NIK  5102054307850001,  agama

Islam,  pekerjaan  Dagang,  pendidikan  Sekolah  Lanjutan

Tingkat  Pertama,  alamat  Jl.  Kamboja  Gg.  IV,  Desa  Dauh

Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, selanjutnya

disebut sebagai  Penggugat;

melawan

-, tempat dan tanggal lahir Tabanan, 14 Juli 1981, NIK 5102061407810003, agama

Islam,  pekerjaan  Dagang,  pendidikan  Sekolah  Lanjutan

Tingkat  Atas,  alamat Jl.  Kamboja Gg.  IV Desa Dauh Peken

Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut

sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  berdasarkan  surat   gugatannya  tertanggal  09  Januari

2020 telah  mengajukan  cerai  gugat yang  didaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Agama Tabanan, dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Tbnan. tanggal

09 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  suami  istri  yang

melangsungkan pernikahan pada tanggal  05  – 12 -  2004 dan dicatat  oleh

Pegawai  Pencatat  Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan  Widang,
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Kabupaten Tuban, Propinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :

452/06/XII/2004 tanggal 05 – 12 – 2004.
2. Bahwa,  sesaat  setelah  akad  nikah  Tergugat  mengucapkan  sighat  taklik

talak  (talak  bersyarat)  terhadap  Penggugat  yang  bunyinya  sebagaimana

tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat

tinggal di Tuban kemudian pindah di Tabanan selama  15  tahun dan selama

pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  rukun  baik

sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karena 2 anak masing masing

bernama :
a. -, laki - laki  lahir tanggal 31 Agusts 2005
b. -, Perempuan lahir tanggal 12 Juli 2008

Ke 2 anak tersebut dalam asuhan bersama.
4. Bahwa  pada  mulanya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  dalam

keadaan  rukun  namun  sejak  bulan  mei   tahun  2015  ketentraman  rumah

tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  mulai  goyah,  yaitu  antara  Penggugat

dengan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  adapun

penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :

4.1. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat,

Tergugat lebih mementingkan diri  sendiri  dari pada kepentingan rumah

tangganya, sehingga sering Penggugat harus melakukan sendiri kegiatan

rumah  tangga  yang  seharusnya  menjadi  kewajiban  Tergugat  sebagai

seorang isteri; 

4.2. Tergugat  tidak  dapat  memberi  nafkah  secara  layak  kepada

Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya untuk dirinya

sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga,

dan  untuk  memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga  Penggugat  terpaksa

bekerja sendiri.

4.3. Tergugat  apabila  ada  masalah  cenderung  diam  tidak  mau  bicara

malah lebih suka menyindir dengan kata – kata tidak jelas.
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5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut

mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan

lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa pihak  keluarga  sudah  berusaha  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan

perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo.

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam

pasal 116.
8. Bahwa Penggugat  sanggup membayar  seluruh biaya  yang  timbul  akibat

perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil  diatas,  Penggugat  mohon agar  Ketua Pengadilan

Agama Tababan  segera  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (-) terhadap Penggugat (-).

3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa  pada  sidang  pertama  tanggal  22  Januari  2020  dan  dan  sidang

kedua tanggal 05 Februari 2020, Penggugat datang menghadap di persidangan

dan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat secara sepihak

agar  tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  akan  tetapi  tidak  berhasil,  selanjutnya

dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang

isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang  bahwa  pada  persidangan  berikutnya  pada  tahapan  jawaban

Tergugat,  Penggugat  tidak  pernah  datang  lagi  di  persidangan  meskipun  telah

diberikan  kesempatan  hingga  2  (dua)  kali  melalui  pemberitahuan  sidang  dan

relaas  untuk  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  tidak  ternyata
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ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan Tergugat datang

menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara a quo, selanjutnya

menjatuhkan Putusan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara

sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud  dan tujuan  gugatan  Penggugat  sebagaimana

tersebut di atas; 

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar

tidak bercerai dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4)

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo  Pasal 154 R.Bg. namun tidak

berhasil; 

Menimbang bahwa sebagaimana asas dalam hukum perdata pada umumnya

yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan dialah yang membuktikan sesuai

dengan Pasal 283 R.Bg. sehingga Penggugat wajib dibebani bukti;

Menimbang  bahwa  pada  agenda  jawab  menjawab  yang  diawali  dengan

pembacaan surat  gugatan Penggugat  yang selanjutnya pada tahapan jawaban

Tergugat,  Penggugat  tidak pernah datang menghadap di  persidangan sehingga

Majelis memandang Penggugat tidak sungguh-sungguh dengan gugatannya dan

Penggugat  tidak  memiliki  iktikad  baik  menghadiri  persidangan,  oleh  karena  itu

sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas,  maka

Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka

berdasarkan Pasal  89 ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun

2009, biaya perkara harus dibebankan kepada  Penggugat;
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Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum

Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menolak gugatan Penggugat;

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah); 

Putusan  ini  dijatuhkan  dalam  permusyawaratan  Majelis  Hakim  yang

dilangsungkan pada hari  Rabu  tanggal  26 Februari 2020  M. bertepatan dengan

tanggal 2 Rajab 1441 H. oleh kami Sutaji, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dian

Khairul Umam, S.H.I. dan Imam Safi’i, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Anggota,  putusan tersebut  diucapkan  pada  hari  itu  juga  dalam sidang terbuka

untuk  umum oleh  Ketua  Majelis  tersebut  dengan  didampingi  oleh  Para  Hakim

Anggota dan dibantu oleh Regina Latifah, S.IP., S.H. sebagai Panitera Pengganti

dihadiri Tergugat di luar hadirnya Penggugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Dian Khairul Umam, S.H.I. Sutaji, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Imam Safi’i, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Regina Latifah, S.IP., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp   30.000.00,-
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2. Biaya Proses : Rp   50.000.00,-
3. Biaya Panggilan : Rp 450.000.00,-
4.

5. 

PNBP panggilan

Biaya Redaksi

: Rp

Rp

  20.000.00,- 

  10.000.00,-    
5. Biaya Materai : Rp     6.000.00,-

Jumlah  : Rp 566.000.00,-
(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).
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